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PUTUSAN
Nomor 1040/Pdt.G/2018/PA.Sub
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis

hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rosida Binti Sulaiman, tempat dan tanggal lahir alas, 27 November
1987, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat
kediaman di Dusun Pok, Rt.002 / Rw. 001, Desa
Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa
sebagai Penggugat,

melawan

Suhardi Bin Sanapiah, tempat dan tanggal lahir , 27 November 1986,
agama lIslam, pekerjaan petani, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun
Pok, Rt.002 / Rw. 001, Desa Kalimango, Kecamatan

Alas, Kabupaten Sumbawa sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka
sidang;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27

November 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar,
dengan register perkara Nomor 1040/Pdt.G/2018/PA.Sub, tanggal 27
November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2008 Penggugat dengan

Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Alas,

Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan
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Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Nomor :
184/05/VII11/2008, Tanggal 06 Agustus 2008.
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat
tinggal dirumah Orang Tua Penggugat Di Dusun Pok, Rt.002 / Rw.
001, Desa Kalimango, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa,
Kurang Lebih 1 Bulan, kemudian pindah kerumah Orang Tua
tergugat di Dusun Pok, Rt.002 / Rw. 001, Desa Kalimango,
Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa selama lebih kurang 1
Tahun, kemudian Penggugat berangkat ke Luar Negeri menjadi
TKW selama 4 Tahun, sampai Bulan Mei Tahun 2016.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat
telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah
dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : MUHAMMAD
REZKI ALFAREZA, Umur 8 Tahun, berjenis kelamin Laki Laki,
Kelas 2 SD.
4. Bahwa sekitar Awal bulan September Tahun 2008, ketentraman
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis
dengan adanya perselisihan antara Pengugat dan Tergugat yang
terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan
antara lain karena:
a. Dalam setiap bertengkar Tergugat selalu mengusir
Penggugat dari rumahnya.
b. Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain.
C. Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat.
d. Tergugat sering mengeluarkan kata kata kasar dan kata
kata yang menyinggung perasaan Penggugat seperti kata kata
umpatan
5. Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada akhir bulan Mei
Tahun 2016 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran
tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah Tempat

tinggal dengan Tergugat sampai sekarang.
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6. Bahwa dengan Kkejadian tersebut rumah tangga antara
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik
sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan
kerenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma
hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatief
terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan
Penggugat dengan Tergugat.

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon
kepada Pengadilan Agama Sumbawa Besar, segera memeriksa dan
mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi :

PRIMER :
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Biaya perkara menurut hukum.
SUBSIDER ;
Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini
diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Bahwa pada hari-hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap dipersidangan.
Sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh
wakil/lkuasanya yang sah untuk hadir, meskipun menurut relaas
panggilan perkara Nomor : 1040/Pdt.G/2018/PA.Sel. tertanggal 10
Desember 2018 dan tanggal 27 Desember 2018 ia telah dipanggil
dengan resmi dan patut. Dan ketidak hadiran Tergugat tersebut
ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut
hukum;
Bahwa Ketua Majelis Majelis telah berupaya menasehati
Penggugat agar mau berdamai dan kumpul kembali dengan Tergugat

akan tetapi tidak berhasil, lalu sidang dinyatakan tertutup untuk umum
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dan dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan
oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil Gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat berupa :

1. 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 5204056810870003,
tanggal 26 Nopember 2018 atas nama Penggugat, yang
bermaterai cukup dengan nazegelen dari Kantor Pos, setelah
fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka
oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 184/05/VIII/2008, Tanggal
06 Agutus 2008 atas nama Penggugat sebagai isteri dan Tergugat
sebagai suami, yang bermaterai cukup dengan nazegelen dari
Kantor Pos, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa,
setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata
cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan
P.2;

Bahwa alat bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis
Hakim ternyata telah bernaterai cukup dan cucok/susuai dengan surat
aslinya, lalu oleh Ketua Majelis masing-masing alat bukti tersebut
diberi tanda P.1, dan P.2, serta diparaf;

Bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi
yaitu :

Saksi | : Sulaiman bin Sakaria umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan
petani, tempat kediaman di RT.02 RW.06 Desa Kalimango Kecamatan
Alas Kabupaten Sumbawa di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:

0 Bahwa saksi Kenal, Penggugat dan Tergugat, sebagai Ayah

kandung Penggugat;

0 Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri

sah;

0 Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal

bersama di rumah Penggugat;
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0 Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
seorang anak;
0 Bahwa saksi tahu Semula rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 mulai
terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat;
0 Bahwa saksi tahu karena Tergugat telah menikah lagi dengan
perempuan lain dan sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
0 Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal sejak tahun 2008 sampai sekarang dan selama perpisahan
tersebut tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai
suami kepada penggugat;
0 Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah berusaha untuk
menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali
dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
0 Bahwa saksi sudah tidak sanggup, karena Penggugat sudah
bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat..
Saksi II: Adila bin Abdullah umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan
petani, tempat kediaman di Desa Kalimango Kecamatan Alas
Kabupaten Sumbawa di bawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut:
o Bahwa saksi Kenal, Penggugat dan Tergugat, sebagai paman
Penggugat;
0 Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
sah;
o0 Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal
bersama di rumah Penggugat;
0 Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai
seorang anak;
0 Bahwa saksi tahu Semula rumah tangga Penggugat dan

Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 mulai
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terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat;

0 Bahwa saksi tahu karena Tergugat telah menikah lagi dengan
perempuan lain dan sering melakukan KDRT terhadap Penggugat;
0 Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat
tinggal sejak tahun 2008 sampai sekarang dan selama perpisahan
tersebut tergugat tidak pernah memenuhi kewajibannya sebagai
suami kepada penggugat;

0 Bahwa saksi tahu pihak keluarga sudah berusaha untuk
menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali
dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

o0 Bahwa saksi sudah tidak sanggup, karena Penggugat sudah
bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat..

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan membenarkan
keterangan saksi-saksi tersebut dan dapat menerimanya,;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan
secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan
mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk
berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari
putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok gugatan Penggugat adalah
mengenai bidang perkawinan (perceraian) yang menjadi kewenangan
Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun
2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat
telah hadir menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak hadir

meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap
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persidangan, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak ternyata
disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu
berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, maka gugatan
Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa kehadiran
Tergugat;
Menimbang, bahwa untuk mendukung gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat P.1 (kartu tanda penduduk) dan P.2
(kutipan akta nikah) serta saksi-saksi. Surat dan saksi mana menurut
Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti
sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa  berdasarkan alat bukti P.1, ternyata
Penggugat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama
Sumbawa Besar, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan
perkara ini ke Pangadilan Agama Sumbawa Besar, sebagaimana diatur
dalam Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (kutipan akta nikah),
ternyata Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang
sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat masing-masing
mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara
ini;
Menimbang, bahwa tentang alasan cerai yang diajukan oleh
Penggugat maka dari keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta
sebagai berikut :
¢ Bahwa sejak Sejak bulan September 2008 rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, Tergugat
telah menikah lagi dengan perempuan lain dan sering melakukan
KDRT terhadap Penggugat;

¢ Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan
madharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan
keutuhan rumah tangga, yang akhirnya pada sejak bulan Mei 2016
Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai
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sekarang baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang
berusaha untuk rukun kembali;

¢ Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat
dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak
berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah
menasehati Penggugat tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin
bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah
tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam
rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1
Tahun 1974 jo Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan
adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ sakinah
mawaddah warahmah. Namun dengan adanya fakta-fakta diatas telah
menunjukkan tujuan perkawinan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa sebuah perkawinan yang sudah tidak
mencapai tujuannya, jika tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan
bahaya yang lebih besar bagi suami istri dan anak-anaknya dari pada
mamfaatnya, sehingga keinginan penggugat untuk bercerai dari
Tergugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut
sejalan dengan kaidah Fighiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair
halaman 62 :

£ dawlaoll prgo > e nllasdl

Artinya Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada
menarik kemaslahatan;

Dan juga pendapat ulama dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI,
halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis
sebagai berikut :

‘adlla ualsll ade Yla lg>gl a>g llass ,pacrininlols
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Artinya : “diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap
suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya
suami dengan talak satu”,

Serta doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, Juz Il, halaman

29:

elgd ars gloiwws ¥V Lo Llgs zoll Lol asg il wassl sl

10l uolall yo wllai Ol lgdjszu laglliol G 6 uianll

s2eg pall wui Bl wsl adll olall lgalla, siuog
Logiu Mo Vile

Artinya Jika isteri menggugat cerai karena suaminya
memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki,
berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi,
mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya)
sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan
bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila
madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak
tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat
telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan, oleh karena itu
dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra,
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan
kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENGADILI:
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan
patut untuk menghadap ke depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (SUHARDI BIN
SANAPIAH) terhadap Penggugat (ROSIDA BINTI SULAIMAN);
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4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara ini sejumlah Rp. 481000,00 ( empat ratus delapan puluh
satu ribu ).
Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019
Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, oleh
kami Mujitahid, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Doni Burhan
Efendi,S.H.l. dan Hilman Irdhi Pringgodogdo,S.S.,S.E.I.,M.S.I. masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
Hj.Siti Maryam, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Doni Burhan Efendi,S.H.I. Mujitahid, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hilman Irdhi

Pringgodogdo,S.S.,S.E.I.,M.S.1.
Panitera Pengganti,

Hj.Siti Maryam, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Proses Rp. 50.000,00
3. Panggilan Rp.390.000,00
4. Redaksi Rp. 5.000,00
5. Meterai Rp. 6.000,00
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Jumlah Rp.481.000,00
(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah )
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